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ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian kepustakaan yang berjudul
“Pembatasan Seleksi Anggota KPU Kabupaten atau Kota dalam Peraturan KPU
Nomor 7 Tahun 2018 Ditinjau dari Figh Siyasahi’ yang bertujuan untuk menjawab
dua rumusan masalah pertama, bagaimana Pembatasan seleksi anggota KPU
Kabupaten atau Kota dalam peraturan KPU No. 7 tahun 2018. Kedua, bagaimana
Tinjauan Figh Siyasah terhadap pembatasan seleksi anggota KPU Kabupaten atau
Kota dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, dengan pendekatan
dalam penelitian hukum yang berupa statute approach dan conceptual approach.
Kemudian menganalisa menggunakan teknik deskriptif dan pola pikir deduktif
terhadap pembatasan seleksi anggota KPU Kabupaten atau Kota dalam Peraturan
KPU Nomor 7 Tahun 2018 sebagai hukum positif dan duhubungkan dengan konsep
Figh Siyasah Dusturiyah.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa peraturan KPU Nomor 7 Tahun
2018 khususnya Pasal 20 ayat 3 huruf (a) dan (b) yang menetapkan kuota untuk
setiap provinsi paling banyak adalah 60 orang dan kabupaten atau kota sebanyak
40 orang. Hal ini telah bertentangan dengan UU No. 7 Tahun 2017 yang tidak
pernah membatasi seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum. Artinya,
Undang-Undang tersebut memperbolehkan bagi siapapun Warga Negara Indonesia
(WNI) berhak untuk mengikuti seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum.

Menurut pandangan Figh Sivasah Dusturiyyah pengaturan kekuasaan di
dalam pemerintahan suatu Negara tidak boleh ada yang bertentangan dengan
peraturan-peraturan diatasya. Hal ini seperti pada zaman khulafaur rasyidin yang
setiap kali dalam mengeluarkan putusan tetap berpegang teguh pada al-Quran dan
as-Sunah. Konteks tersebut sama halnya dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten atau Kota Nomor 7 Tahun 2018 yang harus selaras dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam Negara Republik
Indonesia berada di tangan rakyat hal tersebut tertuang dalam Pasal 1 ayat
(2) menurut UUD 1945. Rakyat merupakan sumber kekuasaan Negara,
rakyat pula yang secara langsung atau pun tidak langsung menjadi
pengurus atau penyelenggara Negara, hal ini yang tercermin dalam
semboyan “Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Kekuasaan dari
rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, dan bersama rakyat itu harus
diselenggarakan menurut UUD 1945, tidak hanya satu lembaga seperti
dalam rumusan lama UUD 1945, yaitu bahwa kedaulatan rakyat itu
dilakukan sepenuhnya oleh MPR, melainkan oleh semua organ Negara dan
oleh semua pejabat Negara menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-

Undang Dasar.!

Berdasarkan  ketentuan  tersebut maka dalam  proses
penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) berfungsi untuk menyaring
partisipasi masyarakat dalam mewujudkan demokrasi. Demokrasi

mengizinkan warga Negara berpatisipasi baik secara perumusan,

! Jimly Asshiddiqie, Komentar Atas Undang — Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), 10-11.



pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi
sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik politik

secara bebas dan setara.?

Pemilu merupakan sarana yang paling adil untuk menentukan partai
politik mana yang masih tetap eksis dan paling berhak melanjutkan
tugasnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat. Secara
alamiah akan terjadi seleksi terhadap partai politik untuk dapat eksis baik
sebagai peserta pemilu maupun keberadaannya di parlemen. Oleh karena
itu, sebagai arena kompetisi yang adil, seharusnya pemilu hanya dapat
diikuti oleh peserta yang dianggap kredible oleh rakyat, sehingga
efektivitas kompetisi tersebut dapat dipelihara. Terlalu banyak kontestan
yang ikut kompetisi, akan berpengaruh terhadap mutu kompetisi tersebut,
apalagi jika standar kualitas kontestan tersebut sangat beragam.? Hal ini
berdasarkan ketentuan pasal 22 E ayat (5) yang menyebutkan: “pemilihan
umum diselegarakan oleh suatu Komisi pemilihan umum yang bersifat
nasional, tetap dan mandiri”. Komisi Pemilihan umum (KPU) adalah nama
yang diberikan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum untuk Lembaga

Penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu).*

2 Gunawan Sumodiningrat & Ary Ginanjar Agustian, Mencintai Bangsa dan Negara Pegangan
dalam Hidup Berbangsa dan Bernegara di Indonesia, (Bogor: PT. Sarana Komunikasi Utama,
2008), him. 44

> Rully Chairul Azwar. Dalam Pokok-pokok pikiran disampaikan pada Talkshow, “Frfektivitas
Penyelenggaraan Pemilu: Multi Partai atau Pembatasan Partai Peserta Pemilu”, yang
diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Partai Politik dan Politisi untuk Reformasi, di Hotel
Santika Jakarta, Rabu (20 September 2006).

* Saleh, (al). Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu,(Jakarta : Sinar Grafika, 2017), 23.



Sifat Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mandiri atau
independen, didasarkan pada pemahaman bahwa penyelenggara pemilu itu
harus bersifat netral dan tidak boleh memihak. Komisi pemilihan umum itu
tidak boleh dikendalikan oleh partai politik ataupun oleh pejabat negara
yang mencerminkan kepentingan partai politik atau peserta atau calon

peserta pemilihan umum.

Peserta pemilu itu sendiri dapat terdiri atas:

(1) partai politik, beserta para anggotanya yang dapat menjadi
calon dalam rangka pemilihan umum;

(2) calon atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
(3) calon atau anggota Dewan Perwakilan Daerah;
(4) calon atau anggota DPRD;

(5) calon atau Presiden atau Wakil Presiden;

(6) calon atau Gubernur atau Wakil Gubernur;

(7) calon atau Bupati atau Wakil Bupati;

(8) calon atau Walikota atau Wakil Walikota.

Kedelapan pihak yang ter daftar di atas mempunyai kepentingan
langsung atau tidak langsung dengan keputusan - keputusan yang akan
diambil oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu,
sehingga oleh karenanya KPU harus terbebas dari kemungkinan pengaruh

mereka itu.’

5 Jimly Asshiddiqie, Z/mu Hukum Tata Negara II, Cet-1, (Jakarta : Konstitusi Pers, 2006), 185.



Berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat (1) Undang — Undang

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang persyaratan pemilihan

umum berbunyi :

(1) Syarat untuk menjadi calon anggota KPU, KPU Provinsi, atau

KPU Kabupaten / Kota adalah :

a.

[

Warga Negara Indonesia

Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 40 ( empat
puluh) tahn untuk calon anggota KPU, berusia paling
rendah 35 (tiga puluh lima) tahun untuk calon anggota
KPU Provinsi, dan berusia paling rendah 30 (tiga puluh)
tahun untuk calon anggota KPU Kabupaten / Kota.
Setia kepada Pancasila, Undang — Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan
Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan Cita —
cita Proklamasi 17 Agustus 1945.

Mempunyai integritas , berkepribadian yang kuat, jujur,
dan adil.

Memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan
dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, dan
kepartaian.

Berpendidikan paling rendah strata 1 (S-1) untuk calon

anggota KPU, KPU Provinsi, dan paling rendah sekolah



menengah atas atau sederajat untuk calon anggota KPU
Kabupaten / Kota.

. Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia bagi anggota KPU, di wilayah provinsi yang
bersangkutan bagi anggota KPU Provinsi, atau di
wilayah Kabupaten / Kota yang bersangkutan bagi
anggota KPU Kabupaten / Kota yang dibuktikan dengan
kartu tanda penduduk.

. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari
penyalahgunaan narkotika.

Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik
sekurang — kurangnya 5 (lima) tahun pada saat
mendaftar sebagai calon,

Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di
pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara /
badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai
calon.

. Bersedia mengundurkan diri dari kepungurusan
organisasi kemasyarkatan yang berbadan hukum dan
tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi
anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten /

Kota, yang dibuktikan dengan surat pernyataan.



1. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap karena melakukan tindak pidana yang di ancam
dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

m. Bersedia bekerja penuh waktu, yang dibuktikan dengan
surat pernyataan.

n. Bersedia tidak menduduki jabatan politik , jabatan
pemerintah, dan / atau badan usaha milik negara / badan
usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila
terpilih, dan

o. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesam

penyelenggara pemilu.®

Namun yang kemudian menjadi permasalahan adalah ketentuan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2018 tentang
seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi Pemilihan Umum

(KPU) Kabupaten / Kota Pasal 20 tentang penelitian Administrasi

(1) Tim Seleksi melakukan Penelitian Administrasi calon anggota KPU
Provinsi dan KPU Kabupaten atau Kota 1 (satu) hari sejak dimulainya
masa pendaftaran sebagaimana.

(2) Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dengan cara :

¢ Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Pasal 21 Ayat (1)



a. Meneliti kelengkapan persyaratan administrasi calon anggota KPU
Provinsi dan KPU Kabupaten atau Kota dan
b. Menilai kompetensi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu,
ketatanegaraan, dan kepartaian dengan melihat pengalaman kepemiluan
dan atau karya tulis publikasi.
(3) Tim Seleksi menetapkan calon anggota yang lulus penelitian administrasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sejumlah:

(a)paling banyak 60 calon anggota KPU Provinsi.

(b)paling banyak 40 calon anggota KPU Kabupaten atau Kota.

Artinya, dalam peraturan tersebut adanya pembatasan hak
khususmya Ayat 3 huruf (a) dan (b) yang sangat diskriminatif terhadap hak
perseorang Warga Negara Indonesia untuk mencalonkan menjadi anggota
Komisi Pemilihan Umum. Amanat Undang-Undang Dasar dan Undang-
Undang Republik Indonesia serta bertolak belakang dengan spirit Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang membuka kesempatan seluas-luasnya
bagi seluruh warga Negara Republik Indonesia yang ingin menjadi anggota

KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten / Kota.”

Ketentuan tersebut dinilai telah melanggar hak konstitusional
warga Negara (human right) yang ingin mengajukan diri sebagai bakal

calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan KPU

7 Ibid, 17.



Kabupaten/Kota dalam rangka memajukan dirinya dalam kehidupan

berbangsa dan bernegara .2

Pandangan hukum positif (positif law) yang berlaku saat ini tidak
sejalan dengan pemikiran politik Islam (Figh Siyasah) dan bidang
Dusturiyah. Permasalahan di dalam Figh Siyasah Dusturiyah adalah
hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta
kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Jika ditinjau
dari hukum Islam, maka dapat dikaji ke dalam ranah Figh Siyasah
Dusturiyah yakni yang mengatur hubungan antara warga negara dengan
lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga yang lain

dalam batas — batas administratif warga negara.

Sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena
itu, di dalam Figh Siyasah Dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas
pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal
kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan
merupakan  realisasi kemaslahatan manusia serta  memenuhi

kebutuhannya.’

Apabila kita lihat dari sisi lain Figh Siyasahini dapat dibagi kepada

$ Ibid, 9.

A, Djazuli. Implementasi Kemaslahatan Umat dan Rambu — rambu Syariah, ( Jakarta : Kencana,
2003), 47.



1. Bidang Siyasah tashr’iyah, termasuk di dalamnya persoalan AA/ al-Hal
wal al-Aqd, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non
muslim di dalam satu Negara, seperti Undang — Undang Dasar,
Undang-Undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah, dan
sebagainya.

2. Bidang Siyasah Tanfidiyah, termasuk di dalamnya persoalan imamabh,
persoalan bay’ah, wizarah, waly al-ahadi, dan lain — lain.

3. Bidang Siyasah Qada’iyah, termasuk di dalamnya masalah — masalah
peradilan.

4. Bidang Siyasah Idariyah, termasuk di dalamnya masalah — masalah

administratif dan kepagawaian.'’

Objek pembahasan Figh Siyasah ada beberapa, dalam tulisan ini
mengacu kepada kebijakan pemerintah tentang peraturan perundang-
undangan (Siyasah Dusturiyah). Siyasah dusturiyah adalah Figh Siyasah
yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Dalam hal ini juga
dibahas antara lain rakyat, statusnya, hak-haknya, dan kewajibannya.
Adapun mengenai hak — hak rakyat, Abu A’la al — Maududi menyebutkan

bahwa hak-hak rakyat itu adalah :

1. Perlindungan terhadap hidupnya , hartanya dan kehormatannya.
2. Perlindungan terhadap kebebasan pribadi.

3. Kebebasan menyatakan pendapat dan berkeyakinan.

10 Thid, 48.
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4. Terjamin kebutuhan pokok hidupnya, dengan tidak membedakan kelas

dan kepercayaan.

Sedangkan Menurut Abdul Kadir Audah menyebutkan dua hak,

yaitu :

“Hak persamaan dan hak kebebasan berpikir, berakidah, berbicara,

berpendidikan, dan memiliki.”

o) ST sl o il Lle 315 A elogls ally e 38158 & 1 skl 51 D
G T {48 st 35 51 158 )5 Tl of G5l s ST (51 608 18 5 G 34

(179) L ilais Ly

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang
benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun
terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya
ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka
Jjanganlah kamu mengikuti hawa nafSu karena ingin menyimpang dari
kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan
menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui

segala apa yang kamu kerjakan.” (Q.S An-Nisa’ : 135)./1

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis ingin mengangkat
permasalahan ini menjadi penelitian yang berjudul “Pembatasan Seleksi

Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Atau Kota Dalam Peraturan

' Qur’an In Word, Qs. An Nisa Ayat 135
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Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Ditinjau dari Figh

Siyasalh’'?

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Penelitian yang penulis ajukan ini dapat diidentifikasi

permasalahan sebagai berikut :

1. Teori pembatasan hak asasi manusia di Indonesia

2. Pembatasan hak politik seseorang dalam sistem demokrasi
konstitusional.

3. Fungsi serta pentingnya Komisi Pemilihan Umum dalam
Penyelengaraan Pemilu.

4. Hak dalam Figh Siyasah Dusturiyah .

Pembahasan yang lebih spesifik dilakukan untuk mendapatkan
penjelasan yang lengkap dan jelas serta tidak meluas dengan membatasi

masalah yang akan dikaji, yaitu;

1) Pembatasan seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
atau Kota dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 7 tahun

2018.

12 Tbid., 64.
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2)  Tinjauan Figh Siyasah terhadap pembatasan seleksi anggota Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten atau Kota.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas
maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :
1) Bagaimana Pembatasan seleksi anggota KPU Kabupaten atau Kota
dalam Peraturan KPU No. 7 tahun 2018 ?
2) Bagaimana Tinjavan Figh Siyasah terhadap pembatasan seleksi

anggota KPU Kabupaten atau Kota ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas atau penelitian yang sudah
pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti. Kajian pustaka ini
dilakukan untuk memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki
obyek kajian yang sama yakni membahas perihal Peraturan Komisi
Pemilihan Umum. antara lain:

1. Skripsi “Studi Analisis Hukum Positif dan Figh Siyasah Terhadap
Putusan Mahkamah Agung No. 46/P/Hum/2018 Tentang Judicial
Review Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 yang ditulis oleh Nuryani

Rahma dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri
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Sunan Ampel Surabaya. Dalam skripsi ini penulis menjelaskan tentang
ketentuan PKPU No. 20 Tahun 2017 tentang pencalonan anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat daerah provinsi,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam pengajuan
bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan
Perwakilan Rakyat daerah provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat daerah
kabupaten / kota pada frasa “koruptor”. Sedangkan di skripsi yang saya
tulis lebih fokus kepada Siyasah Dusturiyah dalam pembatasan seleksi
anggota KPU Kabupaten / Kota.'?

2. Skripsi “Tinjauan Figh Siyasah Terhadap Tugas dan Kewenagan KPU
Dalam Memverifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2019 di Indonesia”
yang ditulis oleh Rizki Khairul dari Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Raden Intan Lampung. Dalam skripsi ini penulis menjelaskan
tentang KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang
memiliki tugas dan kewenangan untuk melakukan verifikasi terhadap
partai politik peserta pemilu di Indonesia. Sedangkan di skripsi yang
saya tulis lebih fokus kepada Siyasah Dusturiyah dalam pembatasan

seleksi anggota KPU Kabupaten / Kota.!4

13 Nuryani Rahma, “Studi Analisis Hukum Positif Dan Figh Siyasah terhadap Putusan
Mahkamah Agung no. 46/P/Hum/2018 Tentang Judicial Review peraturan Kpu No. 20 Tahun
2018” Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tahun 2019.

14 Rizki Khairul, “Tinjauan Figh Siyasah Terhadap Tugas Dan Kewenangan Kpu Dalam
Memverifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2019 Di Indonesia” Universitas Islam Negeri Raden
Intan Lampung Tahun 2018.
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3. Skrispi “Peranan Komisi Pemilihan Umum Dalam Sosialisasi
Pemilihan Umum Kepala Daerah Kepada Penyandang Disabilitas di
Kota Bandar Lampung” yang ditulis oleh Maria Desti Rita dari
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, Bandar
Lampung. Dalam skripsi ini penulis menjelaskan tentang Program
Komisi Pemilihan Umum dalam sosialisasi Pemilihan Umum Kepala
Daerah Kepada Penyandang disabilitas. Sedangkan di skripsi yang
saya tulis lebih fokus kepada Siyasah Dusturiyah dalam pembatasan

seleksi anggota KPU Kabupaten / Kota.!?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dihasilkan dari penelitian skripsi ini
adalah sebagai berikut:
1. Mengetahui Pembatasan seleksi anggota KPU Kabupaten atau Kota
dalam Peraturan KPU No. 7 tahun 2018
2. Mengetahui Tinjauan Figh Siyasah terhadap pembatasan seleksi

anggota KPU Kabupaten atau Kota

F. Kegunaan Hasil Penelitian

15 Maria Desti Rita, “Peranan Komisi Pemilihan Umum Dalam Sosialisasipemilihan Umum
Kepala Daerah Kepadapenyandang Disabilitas Di Kotabandar Lampung”, Universitas Lampung
Tahun 2016.
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Hasil penelitian diharapkan berguna baik dari segi teoritis maupun
praktis yakni sebagai berikut :
1. Segi Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan Hukum
Tata Negara pada umumnya, khusunya pada Eksistensi atau peranan
lembaga Komisi Pemilihan Umum dalam sistem ketatanegaraan di
Indonesia.
2. Segi Praktis

Praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi semua orang,
khususnya bagi mahasiswa yang mengambil program studi Hukum Tata
Negara dalam memahami kelembagaan Negara terkhusus kepada lembaga
Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga pembantu dalam

menyelengaraakan pemilihan umum.

. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan untuk menghindari
terjadi kesalahpahaman pembaca dalam memahami judul skripsi ini, maka
penulis memberikan pengertian atau penegasan terhadap judul yang
diangkat. Hal ini bertujuan supaya pembahasan tidak melebar tak tentu
arah serta menghindari ambiguitas. Untuk itu peneliti akan menjelaskan
beberapa istilah yang merupakan kata kunci dalam judul penelitian ini.

Kata kunci dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
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1. Komisi pemilihan umum
Komisi pemilihan umum (KPU) merupakan lembaga penyelegaraan
pemilihan umum di Indonesia. Komisi Pemilihan Umum dalam
menjalankan tugasnya bertanggung jawab sesuai dengan peraturan
perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan
pemilihan umum dan tugas lainnya. Peran dan Kewenangan Komisi
Pemilihan Umum dalam melaksanakan Pemilihan Umum telah
tercantum dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilihan Umum.'¢
2. Pembatasan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum
Pembatasan seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum
merupakan penyaringan atau pemilihan anggota Komisi Pemilihan
Umum dari berbagai daerah, provinsi, kabupaten atau kota yang
berkompeten serta handal dalam bidangnya. Untuk mengatur wilayah
daerahnya masing-masing sebagai wakil rakyat.
3. Figh Siyasah Dusturiyah
Figh Siyasah Dusturiyah ini adalah siyasah yang berhubungan
dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan
kekuasaannya, cara pemilihan (kepala Negara), batasan kekuasaan

yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak yang

16 Mudji Sutrisno, Lembaga Pers Dr. Sutomo. Diakses tanggal 13 Maret 2018, diakses pada 18
November 2019.
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wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa

dan rakyat.!”

H. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan penelitian
normatif. Yaitu penelitian yang objek kajiannya meliputi norma,
kaidah dasar, asas-asas hukum, doktrin serta yurisprudensi.'® Hal
terpenting dalam penelitian normatif adalah usaha penemuan hukum
secara konkrit untuk diterapkan dalam menjawab suatu permasalahan
tertentu dalam ketatanegaraan Indonesia.
2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan - pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum
adalah perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus
(case approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan
komparatif (comparative approach), dan pendekatan konseptual
(conceptual approach).'® Penelitian ini menggunakan pendekatan
perundang-undangan (statuta approach) dan (conceptual approach).
Pendekatan statuta approach ini dilakukan dengan menelaah semua

peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan atau

17 Suyuthi Pulungan, Figh Siyasah (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 1997), 40.

18 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta : Raja Grafindo
Persada, 2004), 119.

19 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum.(Jakarta : Kencana Prenada Media Grup,2016), 133.
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isu hukum yang ada. Pendekatan perundang-undangan adalah dengan
memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-
undangan secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud
sebagai statute berupa legislasi dan regulasi.?’

Pendekatan conceptual approach merupakan jenis pendekatan
dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa
penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek
yang melatarbelakanginya.?!

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan
data sekunder yang diperoleh dari hasil kepustakaan atau penelaah
terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan
masalah atau materi penelitian sebagai berikut :%2
a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang
mempunyai kekuatan hukum mengikat.>> Adapun Bahan-bahan
data yang mengikat, dan terdiri dari ketentuan perundang-

undangan yang meliputi :

20 |bid,137.

21 5. Nasution, Metode Research (Penelitian llmiah),(Jakarta : Bumi Aksara Cet-4,2011), 16.

22 Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris), (Yoyakarta
: Pustaka Pelajar, 2015), 34.

2 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum,(Jakarta : Universitas Indonesia, Ul-Press,

2007), 52.
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1) Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum.

2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 7 Tahun 2018
tentang seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasann mengenai bahan
hukum primer.>* Berupa semua publikasi tentang hukum yang
bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang
hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-
jurnal hukum, dan komentar-komentar dari ahli hukum.

Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap
bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti
Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Koran, jurnal,
majalah, artikel, internet, dll.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan beberapa data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah studi kepustakaan (/ibrary research). Studi
kepustakaan merupakan suatu metode yang pengumpulan bahan-
bahannya diperoleh dari buku, pustaka, atau bacaan lain yang

memiliki hubungan dengan pokok permasalahan, kerangka dan

2 Tbid, 52.
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ruang lingkup permasalahan yang akan dikaji oleh penulis untuk
dijadikan penelitian skripsi. Dalam penelitian ini penulis
melakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan,
pearturan perundang-undangan jurnal hukum, skripsi, surat kabar
online, artikel online, buku terkait maupun pendapat dari para ahli
sarjana yang mempunyai kesamaan dalam judul penelitian ini
sehingga dapat menunjang penelitian penulis agar cepat
terselesaikan.
Teknik Analisis Data

Data yang berhasil dikumpulkan, baik data primer maupun
data sekunder akan disusun dengan menggunakan analisis
kualitatif.>> Dalam metode kualitatif yang kemudian disajikan
dalam bentuk deskriptif. Menurut Furchan penelitian dekriptif
cenderung menjelaskan tentang gambaran fenomena yang teratur
ketat mengutamakan objektivitas dan dilakukan secara cermat.®
Dapat disimpulkan Analisis kualitatif, yaitu analisis yang bersifat
mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk uraian kalimat
yang logis, selanjutnya diberi penafsiran dan kesimpulan. Dalam
hal ini yang di diskripsikan adalah hal-hal yang berhubungan

dengan Pembatasan Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum

% J.R. Raco, Metode Penelitian Kualitatif, jenis, karakter dan keunggulan, (Jakarta: PT.

Grasindo, 2010), 7.

26 A Furchan, Pengantar Penelitian dalam Pendidikan, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2004),

54.
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Kabupaten atau Kota Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 7 Tahun 2018 Ditinjau Dari Figh Siyasah.

Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap skripsi perlu kiranya
digambarkan dengan jelas dan menyeluruh tentang sistematikanya.
Sistematika penulisan skripsi merupakan bagian besar untuk memberikan
gambaran tentang isi skripsi dan memudahkan jalan pemikiran dalam
memahami secara keseluruhan skripsi. Untuk lebih jelasnya sistematika
sebagai berikut:

Bab I Merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang,
identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan
penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode
penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II Merupakan kerangka konseptual yang memuat landasan
teori Figh Siyasah Dusturiyah, pada bab ini akan diuraikan tentang teori
Figh Siyasah Dusturiyah meliputi definisi, ruang lingkup, dan seterusnya.

Bab III Merupakan data penelitian yang memuat gambaran umum
Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam seleksi pembatasan
anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota.

Bab VI Merupakan analisis data yang memuat bab analisis

pembatasan seleksi anggota KPU Kabupaten atau Kota Dalam Peraturan



22

Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Ditinjau Dari Figh Siyasah.
Pada bab ini berisi hasil penelitian tentang pembahasan dalam skripsi.
Bab V Merupakan bab penutup yang mengemukakan kesimpulan
dari semua pembahasan, merupakan jawaban dari rumusan masalah yang
akan dibahas dalam skripsi ini. Dan kemudian di ikuti oleh penyampaian

saran.



BABII

KONSEP SIYASAH DUSTURIYAH DALAM PEMBATASAN SELEKSI
ANGGOTA KPU

A. Pengertian Figh Siyasah

Figh secara etimologis adalah keterangan tentang pengertian atau
paham dari maksud ucapan dari pembicara, atau pemahaman yang
mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Dengan
kata lain istilah figh menurut bahasa adalah pengertian atau pemahaman
dan pengertian terhadap perkataan dan perbuatan manusia. Secara
terminologis figh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang berlaku
khusus yang diambil dari dasar-dasarnya yaitu dari al-Quran dan Sunnah.!
Sedangkan figh menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum
agama Islam yang bersumber dari al-Quran dan sunnah yang disusun oleh
miujtahid dengan jalan penalaran ijtihad. Dengan kata lain figh adalah ilmu
pengetahuan terkait dengan agama Islam.?

Figh merupakan produk Hukum Islam untuk menyelesaikan suatu
pokok masalah perkembangan zaman yang terus berjalan. Siyasah menurut
bahasa adalah mengandung beberapa arti yaitu, mengatur, mengurus,
memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan

politik. Siyasah secara terminologis dalam lisan Al- Arab, Siyasah adalah

! Suyuti, Pulungan. Figh Siyasah, 21.
2 Ibid, 22.

23



24

mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada
kemaslahatan. Siyasah adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan
tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik
dalam negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas
dasar keadilan dan istiqomah. 3

Sedangkan makna as-Siyasasah untuk penggunaan pada zaman

modern saat ini, adalah sebagai berikut :

1. Pengetahuan tentang ilmu yang berkaitan dengan hukum dan
peraturan daulah (negara), serta hubungannya dengan dunia
luar.

2. As-siyasah adalah ilmu tentang negara, yang meliputi kajian
akan aturan - aturan negara, Undang-Undang Dasar, aturan
hukum, serta sumber hukum.*

Sehubungan dengan hal tersebut, dapat dikatakan hakikat dari figh,

antara lain:

1. Figh itu adalah ilmu tentang hukum Allah

2. Yang dibicarakan adalah hal — hal yang bersifat amaliyah
turu’iyah

3. Figh digali dan ditemukan melalui penalaran dan [Istidlal

seorang mujtahid atau faqgil’

3 Ibid, 23.

* Muhammad Igbal, Figh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta : Prenamedia
Group, 2014),6.

5> Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Figh,Cet. Ke-3, (Jakarta: Kencana, 2010), 5.
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Apabila digabungkan kedua kata figh dan al-siyasah Secara istilah

memiliki berbagai arti:

1.

Menurut Imam al-Bujairimi, Figh Siyasah adalah memperbagus
permasalahan rakyat dan mengatur mereka dengan cara
memerintah mereka untuk mereka dengan sebab ketaatan
mereka terhadap pemerintahan.

Menurut Wuzarat al-Awqaf wa al-Shu’un al-Islamiyah bi al-
Kuwait, Figh Siyasah itu memperbagus kehidupan manusia
dengan menunjukkan pada mereka pada jalan yang dapat
menyelamatkan mereka pada waktu sekarang dan akan datang,
serta mengatur permasalahan mereka.

Menurut Imam Ibn Abidin, Figh Siyasah adalah kemaslahatan
untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang
menyelamatkan, berdasarkan ketentuan tersebut. Artinya,
Figh siyasah adalah Ilmu tata Negara Islam yang secara
spesifik ~membahas tentang seluk-beluk  pengaturan
kepentingan umat manusia pada umumnya dan Negara pada
umunya dan negara pada khususnya, berupa penerapan hukum,
peraturan dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang
sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan
bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai
kemudaratan yang mungkin timbul dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya.
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B. Ruang Lingkup Figh Siyasah

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup figh
siyasah, diantaranya ada yang menyebutkan ada lima bidang, ada juga yang
mengatakan tiga atau empat bidang pembahasan bahkan ada sebagian
ulama yang membagi ruang lingkup kajian figh siyasah menjadi delapan
bidang, tetapi perbedaan ini bukan suatu permasalahan karena hanya
bersifat teknis.

Al-Mawardi dalam kitabnya al-Ahkam al-sultaniyah wa al-wilayat
al-diniyah menuliskan bahwasannya ruang lingkup figh siyasah mencakup
kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (siyasah
dusturiyah), ekonomi moneter (siyasah amaliyah), peradilan (siyasah
gadai’yah), hukum perang (siyasah harbiyah), dan administrasi Negara
(sivasah idariyah).®

Figh siyasah merupakan bagian dari Hukum Islam yang salah satu
objek kajiannya mengenai kekuasaan. Secara sederhana bidang kajiannya
meliputi hukum tata Negara, administrasi Negara, hukum Internasional,
dan keuangan Negara. Figh mengkaji hubungan antara rakyat, pemimpin
dan penegak hukum sebagai penguasa dalam ruang lingkup satu Negara
atau antar Negara, serta kebijakan-kebijakannya baik nasional maupun

Internasional.’

6 Al-Mawardi, al-Ahkam al-Sultaniyah Wa- al- Wilayat al — Diniyah (Mesir : Dar al Fikr, 1996),

2

7 Mustofa Hasan “ Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah — Kaidah Fikih’, Madania, No.
1, Vol. XVIL, (Juni, 2014), 104.
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T.M Hasbi Ash — Shiddieqy juga menuliskan dalam bukunya bahwa
ruang lingkup figh siyasah menjadi delapan bidang, yaitu politik pembuat
perundang-undangan politik hukum, politik peradilan, politik moneter atau
ekonomi, politik administrasi, politik hubungan internasional, politik

pelaksaan perundang-undangan.®

C. Pengertian Siyasah Dusturiyah

Kata Siyasah Dusturiyah menurut tata bahasanya terdiri dari dua
kata yakni “siyasah” dan “dusturiyah”. Kata “siyasah’ secara bahasa
berasal dari kata “sasa’, yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah
atau pemerintah, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Secara bahasa kata
ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mnegurus dan
membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup
sesuatu.’

Secara terminologi “sivasah’ menurut pendapat Syaikh Abdul
Wahab Khallaf, dalam pengaturan perundangan yang diciptakan untuk
memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta menagatur keadaan.
Sedangkan kata “dusturiyali’ sendiri secara bahasa berasal dari kata

“dustur’ yang berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan

8 T.M. Hasbi ash — Shiddieqy, Pengantar Siyasah Syar’iyah (Yogyakarta : Madah, 2001), 8.
® Muhammad Igbal, Figh Siyasah, 3.
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kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara baik
yang tertulis (konstitusi) maupun yang tidak tertulis (konvensi).!°

Dari pengertian tersebut di atas dapat diambil pemahaman bahwa
siyasah dusturiyah merupakan cabang dari figh siyasah yang membahas
masalah perundang-undangan Negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain
konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara dan sejarah
lahirnya perundang-undangan dalam suatu Negara), legislasi (bagaimana
cara perumusan perundang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang
merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping
itu, kajian ini juga membahas konsep Negara hukum dalam siyasah dan
hubungan timbal balik anatara pemerintah dan warga Negara serta hak —

hak warga Negara yang wajib dilindungi.'!

D. Sumber Hukum Figh Siyasah Dusturiyah
1. Al-Quran
Al- Quran merupakan sumber pokok aturan agama Islam yang
utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-Quran
merupakan kalam Allah yang berisi firman — firman Allah dalam
bentuk ragam hukum di dalamnya. Karena Al-Quran diyakini berasal

dari Allah dan teks-teksnya dianggap suci, maka setiap muslim harus

10 Tbid, 153.
" Tbid, 154.
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mengakuinya sebagai pondasi segala macam superstruktur Islam.!'?
Para tokoh-tokoh muslim banyak mencatat bahwasanya Al-Quran
merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan
hukum-hukum lainnya, karena Al-Quran tidak pernah mengalami
kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus
berjalan. Adapun ayat Al-Quran yang berkenaan dengan pemimpin
terkait pembahasan Siyasah Dusturiyahialah, Al-Quran surat An-Nisa
ayat 59 :
S5 oo b g 38 e T 35 Ok gkl 1 1 kel T5iale Gl gl
St el 5 Al 5891 o35 A &5l A8 oy 505 4 Y
Artinya : “Hai orang — orang yang beriman, ta’atilah Allah dan ta’atilah
Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu
berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada
Allah (Al-Quran ) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar — benar
beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih
utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”
2. Sunnah
Sunnah secara harfiah adalah suatu praktek kehidupan yang
membudaya atau suatu norma perilaku yang diterima secara komunal
oleh masyarakat yang meyakininya meliputi segenap ucapan dan

tingkah laku nabi. Proses periwayatan sunnag disaksikan oleh oleh

12 Khalid Ibrahim Jindan, Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah tentang Pemerintahan
Islam (Surabaya : Risalah Gusti, 1995), 51.
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beberapa orang yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan
disampaikan dari generasi ke generasi sejak zaman nabi hingga akhir
dari perawi yang meriwayatkannya dengan meneliti sederetan perawi
yang berkesinambungan.'3

Sunnah dibedakan menjadi tiga macam yakni :

a. Sunnah al-mutawatirah meliputi hadist-hadist yang bertujuan
menafsirkan al-Qur’an atau memperinci istilah-istilah yang
bersifat umum dalam kitab suci itu. Biasanya mempertegas
tentang aturan-aturan syari’at.

b. Sunnah yang tidak dimaksudkan untuk menafsirkan al-Qur’an atau
bahkan bisa berlawanan dengan kandungan kitab suci itu. Biasanya
sunnah ini muncul bersamaan dengan aturan atau keputusan baru.

c. Sunnah yang mencakup hadist-hadist dengan para perawinya yang
secara umum diakui murni karena diperoleh dari sumber-sumber
yang dapat dipercaya.'*

Ijma’ (Konsensus)

Dalam hukum Islam, ijma’ merupakan suatu keputusan bersama
untuk menentukan suatu hukum yang baik demi kemaslahatan umat
dengan cara musyawarah. Musyawarah ini timbul dari pemikiran
kalangan ulama, mutfti, ahli fighmaupun jajaran pemerintahan. Apabila

di dalam musyawarah tersebut ada beberapa orang yang tidak setuju

13 Tbid, 53.
14 |bid, 54-55.
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dengan hasil keputusan mayoritas peserta musyawarah, maka ijma’
tersebut dinyatakan batal.'>

Adapun dalil al-Qur’an yang menerangkan tentang 7jma’yakni :

dL435 20 & e of time ST U305 02l Tl 0T bl als 5l 656
(°%) Yo 52l s QU8 59T o3 G 8,38 2587 o) 4,200
“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya),
dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat
tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan
Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari
kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik

akibatnya”. (QS. An-Nisa 59).
Iljma’ dibagi menjadi dua yang diantaranya :

a. [Ijma’ qat’i al-dalalah terhadap hukumnya, yaitu hukum yang
dihasilkan dari 7jma’ ini adalah gat’i. Jadi, tidak ada jalan lain
untuk menetapkan hukum peristiwa itu berbeda dengan hukum
hasil 7jma’ tersebut, dan tidak ada jalan lain untuk berijtihad
lagi terhadap peristiwa yang telah ditetapkan oleh 7jma’ ini
sudah merupakan hasil final dalam musyawarah bersama untuk

menentukan hasil mufakat.

15 Tbid, 55.
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b. [jma’ zanni al-daldalah terhadap hukumnya, yaitu hukum yang
dihasilkan dari 7jma’ini adalah zanni (hipotetik) dan peristiwa
yang telah ditetapkan hukumnya berdasar 7jma’ ini masih
mungkin bisa dijadikan sasaran ijtihad oleh mujtahid lain.
Sebab ia baru merupakan hasil dari sebagian mujtahid, bukan
seluruh mujtahid. /jma’ macam yang kedua ini adalah jma’

sukuti.'®

4. Qiyas

Qiyas adalah metode logika yang digunakan untuk memecahkan
suatu masalah yang berkenaan dengan legalitas suatu bentuk perilaku
tertentu dengan cara menetapkan satu kaitan positif atau negatif antara
bentuk perilaku yang satu dengan bentuk perilaku yang lainnya dengan
suatu prinsip umum.'” Metode giyas ini biasanya dipergunakan untuk
menentukan hukum yang jelas ada berbagai permasalahan yang banyak
dan kompleks. Qiyas biasanya menggunakan dalil — dalil Al-Quran
maupun hadist yang sekitarnya sama bentuk perbuatan hukum yang
dihadapi.

Adapun qiyas terbagi meliputi :

a. Qiyas Aqwa adalah analogi yang ‘illat hukum cabangnya (far’u)
lebih kuat daripada ‘illat pada hukum dasarnya. Artinya, suatu

yang telah dijelaskan dalam nash al-Qur’an atau hadis tentang

16 M. Jafar, "ljma’ Sebagai Sumber Hukum Islam’, Islam Futura,(Februari, 2014),101.
17 Khalid Ibrahim Jindan, Teori Politik Islam (Surabaya : Risalah Gusti, 1995), 56.
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keharaman melakukannya dalam jumlah sedikit, maka keharaman
melakukannya dalam jumlah banyak adalah lebih utama. Sedikit
ketaatan yang dipuji. Sesuatu yang diperbolehkan (mubah)
dilakukan dalam jumlah yang banyak, maka lebih utama apabila
dilakukan dalam jumlah sedikit.'®

Qiyas Musawi adalah giyas yang kekuatan ‘illat pada hukum
cabang sama dengan hukum asal. Qiyas ini disebut juga dengan
istilah giyas fi Ma’na al-Ashl(analogi terhadap makna hukum asal)
yakni al-Qur’anul karim dan hadist nabi, giyas jail (analogi yang
jelas), dan giyas bi natyi al-farig (analogi tanpa perbedaan ‘illat).
Imam Syafi’i tidak menjelaskan giyas bagian kedua ini dengan
jelas. Pembahasan mengenai giyas ini hanya bersifat dalam
pernyataan.!” “Ada ulama yang berpendapat seperti pendapat ini,
yaitu apa-apa yang berstatus halal, maka ia menghalalkannya, dan
apa-apa yang berlabel haram, maka ia mengharamkannya”.
Maksud dari pernyataan ini adalah g¢iyas yang mempunyai
kesamaan ‘i//at pada hukum cabang dan hukum asal. Adanya
kesamaan ‘illat tersebut bersifat jelas, sejelas nash itu sendiri. Dari
sinilah para ulama menggolongkan dilalah nash tersebut dalam
kategori giyas. Qiyas kategori ini jelas berbeda dengan giyas yang

pertama sebab ‘%//at pada hukum cabang lebih kuat daripada

18 Ahmad Nahrawi Abdussalam Al Indunisi, Ensiklopedi Imam Syafi’i, 350.

9 1bid, 351.
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hukum asal. Dari pernyataan Imam al- Ghazali tampaknya dia
setuju mengategorikan kesimpulan ini dalam pembahasan giyas.
Sebagaimana disebutkan dalam kitab a/-Mustashfa’. Tingakatan
yang kedua adalah kandungan makna pada nash yang tersirat
‘illatnya sama dengan yang tersurat, yakni tidak lebih kuat atau
lebih rendah. Sehingga disebut juga sebagai giyas fi Ma’na al-Ashl.
Namun para ulama masih berbeda pendapat seputar pemahaman
giyas ini.

Qiyas Adh’af ialah analogi yang ‘/lat pada hukum cabangnya
(far’) lebih lemah daripada ‘//at pada hukum dasarnya. Dalam
kitab ar-Risalah, Imam Syafi’i berkata, “sebagian ulama enggan
menyebutkan sebagian giyas, kecuali ada kemungkinan kemiripan
yang dapat ditetapkan dari dua makna yang berbeda. Lalu
dianalogikan terhadap salah satu makna tersebut, bukan kepada
yang lainnya. “Menurut ima ar-Razi, Imam Syafi’i telah membagi
givas jenis kedua ini dalam dua bagian, yakni giyas al-ma’na
(analogi yang didasarkan sebab hukum) dan giyas al-syabah
(analogi yang dodasarkan pada kemiripan). Dalam kitab Managib
asy-syafi’i, ia menegaskan adanya ‘//at pada hukum cabang lebih

lemah daripada ‘//at pada hukum asal.

82 sl
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“Suatu adat dapat dijadikan hukum”

Kata urf berarti adat istiadat atau kebiasaan. Urf adalah apa yang
dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya, baik berupa perkataan
maupun perbuatan, dan meninggalkan sesuatu bila suatu kejadian atau
kebiasaan dalam masyarakat maka adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai
sumber hukum, sepanjang tidak bertentangan dengan nash dan jiwa syariat

serta ada kebiasaan tersebut sudah bermasyarakat.?’

E. Macam — Macam Figh Siyasah Dusturiyah

1. Bidang Siyasah Tashri’iyah
Pembahasan terkait dengan siyasah ini adalah pada persoalan ahl al-
hal wa al-aqd (majelis shura), perwakilan persoalan rakyat. hubungan
muslim dan non-muslim didalam suatu negara, seperti Undang-
Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan pelaksanaan, dan Peraturan
Daerah.

2. Bidang Siyasah Tanfidhiyah
Pembahasan terkait dengan siyasah ini adalah meliuti pembahasan
tentang imam, persoalan ba’iah, wizarah, dan wally al-ahdi.

3. Bidang Sivasah Qadhaiyah
Pembahasan terkait dengan siyasah ini adalah meliputi pembahasan

tentang peradilan.

20 Hasbiyallah, Figh dan Ushul Figh, (Bandung Rosdakarya, 2013), 131.
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4. Bidang Siyasah Idariyah
Pembahasan terkait dengan siyasah ini adalah meliputi pembahasan

tentang aministrasi dan kepegawaian.?!

Berdasarkan pembahasan diatas, selanjutnya kajian yang digunakan
dalam hal ini memakai Siyasah Dusturiyah yang lebih spesifik lingkup

pembahasannya tentang persoalan rakyat dan hak-haknya.

Manusia diciptakan dengan kodrat ketergantungan kepada
Tuhannya maupun kepada manusia yang lain, baik yang bersifat alami
maupun yang bersifat “dini” (syar’i). Manusia adalah makhluk sosial
menurut tabiatnya. Ini berarti, bahwa ia memerlukan satu organisasi
kemasyarakatan yang mana sebagai rakyat memiliki hak-hak kemanusiaan,

hak-hak sipil dan hak-hak politik.

Kebebasan seorang melakukan hak-haknya yang dibatasi oleh
keharusannya menghormati hak-hak orang lain. Karenanya di dalam
sebuah masyarakat selalu ada aturan atau norma-norma masyarakat, dan
merupakan kewajiban bagi setiap anggota masyarakat melakukan aturan-

aturan tersebut.??

Islam memberikan identitas kepada manusia supaya mengajarkan
semangat universal, bahwa manusia seluruhnya adalah sama. Tidak ada

perbedaan antara satu manusia dengan manusia lainnya, kecuali

21 Dzajuli, Figh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah,
(Jakarta : Pranada Media Group,2003), 48
22 1drus Affandi, Hak Asasi Manusia, (Jakarta : Universitas Terbuka, 2009),31
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ketagwaan. Karena islam tidak mengenal kasta sosial, atau warna kulit
sebagai pembeda manusia.?? Dalam hak kebebasan dan kemerdekaan, islam
mengajarkan kebebasan berpikir, berpendapat, menuntut ilmu, dan

beragama.

23 Muhammad Igbal, Figh Siyasah (Kontekstual Doktrin Politik Islam), 180.



BAB III

PEMBATASAN SELEKSI ANGGOTA KPU KABUPATEN ATAU KOTA
DALAM PERATURAN KPU NOMOR 7 TAHUN 2018

A. Sejarah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Undang — Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI)
Tahun 1945 telah beberapa kali mengalami perubahan, dalam perubahan
atau pembaharuannya yang ketiga pada tanggal 9 November 2001 telah
melahirkan lembaga baru dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.
Konsep dan praktek ketatanegaraan saat ini terus mengalami perkenbangan
seiring dengan kompleks persoalan ketatanegar aan yang dihadapi
banyak Negara. Berdasarkan teori pemisahan kekuasaan konvensional,
struktur ketatangeraan dibagi ke dalam tiga cabang kekuasaan Negara
yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif.!

Terlahir sebagai Negara yang demokratis, Indonesia juga
mempunyai kedaulatan tertinggi yang ada di tangan rakyat dalam
prakteknya yang menjalankan kedaulatan rakyat itu adalah wakil — wakil
rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat yang disebut dengan
parlemen. Para wakil rakyat tersebut dalam melakukan segala aktifitas
tugasnya dan dalam mengambil setiap keeputusan bertindak atas nama

rakyat dan wakil rakyat itu pulalah yang menentukan corak dan cara

! Inu Kencana Syafiie. Pengantar Imu Pemerintahan (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), 112

38
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bekerja pemerintahan, serta tujuan yang akan dicapainya melalui sebuah
keputusan yang dikeluarkan.

Karena wakil — wakil rakyat itu bertindak afas nama rakyat maka
mereka harus benar — benar dipilih langsung oleh rakyat yaiyu melalui
Pemilihan Umum (General Election). Dengan demikian, Pemilihan Umum
itu tidak lain merupakan bentuk rakyat dalam memilih para wakilnya untuk
duduk di kursi pemerintahan secara demokratis. Oleh karena itu bagi
Negara yang menyebutkan diri sebagai Negara demokrasi, Pemilihan
Umum merupakan ciri penting yang harus dilaksanakan secara berkala
dalam waktu -waktu tertentu.?

Selain itu Indonesia merupakan Negara yang menjamin hak
konstitutional warganya dengan menjunjung tinggi prinsip kedaulatan
rakyat, hal ini dibukikan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
dengan adanya Pemilihan Umum (PEMILU). Adanya Peemilu ini sehagai
salah satu sarana bagi rakyat untuk ikut dalam proses poliik, sehingga akan
mencerminkan adanya prinsip dasar kehidupan kenegaraan yang
demokratis.?

Menurut Jimly Asshiddiqie, salah satu tujuan Pemilu adalah untuk
melaksanakan kedaulatan rakyat di lembaga perwakilan. Sehingga

mekanisme pengisian jabatan wakil — wakil rakyat seperti, Dewan

2 Jimly Asshiddiqie, Pengantar llmu Hukum Tata Negara (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2014),
414.

* Dahlan Thaib, Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945 (Jogjakarta: Liberty,
1993), 94.
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Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan

Perwakilan Rakyat (DPRD) dilakukan melalui keterlibatan rakyat secara

langsung dalam suatu proses Pemilu.* Selain itu Jimly juga menuliskan

bahwasanya tujuan penyelenggaraan Pemilihan Umum adalah :3

a. Memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan
secara tertib dan damai.

b. Memungkinkan terjadinya penggantian pejabat yang akan mewakili
rakyat di lembaga perwakilan,

c. Melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat, dan

d. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga Negara

Maka dari itu untuk menjaga prinsip tersebut serta menjamin
bahwasannya kedaulatan rakyat dapat terlaksana sebagaimana semestinya
maka penyelenggaraan Pemilu haruslah sesuai dengan tujuannya,
pemerintah yang demokratis hendaknya mampu menyelenggarakan pemilu
secara demokratis karena merupakan pilar penting dalam demokrasi
modern.® Jadi memang mengharuskan ada suatu lembaga yang khusus
menangani ataupun memfasilitasi agar aspirasi suara rakyat dalam proses
demokrasi pemilu tersalurkan dengan baik dan benar melalui suatu badan
pemerintahan yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU). Mengharuskan ada

suatu lembaga yang khusus menangani ataupun memfasilitasi agar aspirasi

4 Khairul Fahmi, Pemilihan Umum & Kedaulatan Rakyat, ed. 1, cet. 1 (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2012), 276.

SJimly Asshiddiqie, Pengantar llmu Hukum..., 174.

¢ Jimly Asshiddiqie, Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 11.
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suara rakyat dalam proses demokrasi pemilu tersalurkan dengan baik dan
benar melalui suatu badan pemerintahan yakni Komisi Pemilihan Umum

(KPU).

Nama lembaga penyelenggara pemilihan umum adalah Komisi
Pemilihan Umum (KPU) baru muncul dan terdapat pada UU Nomor 22
Tahun 2007 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum. Sebelumnya,
sejak Pemilu tahun 1999 memang nama lembaga penyelenggara Pemilu
juga disebut dengan nama KPU, tetapi tidak diatur dalam Undang - Undang
tersendiri , tetapi menjadi satu pengaturannya dengan Undang - Undang

pemilu.’

Dengan demikian berkaitan dengan kedudukan Komisi Pemilihan
Umum dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia pasca
amandemen UUD NRI Tahun 1945 telah menimbulkan interpretasi yang
berbeda-beda terkait kelahiran Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena
dalam UUD NRI tahun 1945 tidak disebutkan secara eksplisit sedangkan
disebut secara eksplisit baru terdapat pada Undang-Undang Nomor 22

Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan satu-satunya lembaga
yang ada di Indonesia yang berwenang dalam menyelenggarakan Pemilu

baik itu Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan pemilihan kepala daerah di

7 Ibrahimsyah Amirudin, Hukum Kelembagaan Negara Kedudukan KPU dalam Struktur
Ketatanegaraan Republik Indonesia (Jogjakarta: Laksbang Grafika, 2016), 87.
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Indonesia yang berdiri sejak tahun 1999. Seluruh aspek yang berkaitan
dengan penyelenggaraan Pemilu menjadi tanggung jawab dan wewenang
dari lembaga KPU. Kedudukan KPU tertera dalam Pasal 22 e ayat (5) UUD
1945 yang menyatakan bahwasannya pemilihan umum diselenggarakan
oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan
mandiri. Hal tersebut juga dipertegas dalam Pasal 1 angka 6 Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum dan untuk

menyelenggarakan Pemilu.®

Dalam pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22
Tahun 2007 menyebutkan bahwasannya bahwa Komisi Pemilihan Umum
(KPU) sebagai penyelenggaraan pemilihan umum bersifat nasional, tetap
dan mandiri. Sifat komisi pemilihan umum yang demikian adalah sejalan
dengan bunyi ketentuan Pasal 22 E ayat (5) UUD NRI Tahun 1945.
“Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum

yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”

Yang dimaksud dengan bersifat nasional adalah mencerminkan
bahwasannya wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum sebagai
penyelenggara pemilihan umum mencangkup seluruh negara Republik
Indonesia. Sifat tetap menunjukkan bahwasannya Komisi Pemilihan
Umum sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan

meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sedangakan sifat mandiri

8 Firmanzah, Persaingan, Legitimasi Kekuasaan, dan Marketing Politik (Jakarta: Yayasan Pustaka
Obor Indonesia, 2010), 55.
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menegaskan  bahwasannya  Komisi Pemilihan Umum  dalam
menyelenggarakan dan melaksanakan pemilihan umum adalah bebas dari

pengaruh apapun.’

B. Konsep Komisi Pemilihan Umum

1. Pengertian Komisi Pemilihan Umum

Menurut Undang — Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan
Umum pengertian Komisi Pemilihan Umum termaktub di dalam pasal 1
ayat 8 yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara
Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan

Pemilu.!?

2. Tugas dan Wewenang serta Kewajiban Komisi Pemilihan Umum

Republik Indonesia

Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
diatur dalam Pasal 10 Undang - undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang
Pemilihan Umum dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999
tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi

dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum, dijelaskan

® Pasal 3 penjelasan UU No. 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
10 Undang — Undang No.7 Tahun 2017
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bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

mempunyai tugas kewenangan sebagai berikut:!!

a. Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum;

b. Menerima, meneliti dan menetapkan Partai-partai Politik yang berhak
sebagai peserta Pemilihan Umum;

c. Membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI
dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat
pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut
TPS;

d. Menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk
setiap daerah pemilihan;

e. Menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum di semua daerah
pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II;

f. Mengumpulkan dan mensistemasikan bahan-bahan serta data hasil
Pemilihan Umum.

g. Memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum.

Dalam Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 terdapat
tambahan huruf: tugas dan kewenangan lainnya yang ditetapkan dalam
Undang-undang Nomor 3  Tahun 1999 tentang Pemilihan

Umum.'?Sedangkan dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999

1 Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, “ Visi Misi KPU’, diakses pada 28 Agustus 2018.
12 Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, “ Visi Misi KPU’, diakses pada tanggal 30 Agustus
2018.
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tersebut juga ditambahkan, bahwa selain tugas dan kewenangan KPU
sebagai dimaksud dalam Pasal 10, selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun
setelah Pemilihan Umum dilaksanakan, KPU mengevaluasi sistem

Pemilihan Umum.

Selain itu tugas dan wewenang KPU ditentukan dalam Pasal 12

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Adapun tugas dari KPU adalah:

a. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal.

b. Menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/kota,
PPK,PPS, KPPS, PPLN dan KPPSLN.

c. Menyusun peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu.

d. Mengoordinasikan, meneyelenggaran, mengendalikan, dan memantau
semua tahapan pemilu.Menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi.

e. Memuktahirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan
memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan
oleh pemerintahan dan menetapkannya sebagai daftar pemilih.

f. Membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan
suara serta wajib menyerahkan pada saksi peserta pemilu dan bawaslu.

g. Mengumumkan calon anggota DPR, DPD, dan Paslon calon terpilih
serta membuat berita acaranya.

h. Menindak lanjuti dengan segera putusan bawaslu atas temuan dan

laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa pemilu.
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i. Mensosialisasikan penyelenggaran pemilu dan/atau yang berkaitan
dengan tugas dan wewenang KPU pada masyarakat

j. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan
penyelenggaran pemilu, dan

k. Melaksanakan tugas lain dalam menyelenggaraan pemilu sesuai

dengan ketentuan oeraturan perundang-undangan.

Adapun Wewenang dari Komisi Pemilihan Umum terdapat
pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pada Pasal

13:13

&

Menetapkan tata kerja KPU. KPU Provinsi, KPU Kabupaten/kota,
PPK, PPS, KPPS, PPLN dan KPPSLN.

b. Menetapkan peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu.

c. Menetapkan peserta Pemilu.

d. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan
suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan
suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Presiden dan wakilnya, dan
untuk pemilu DPR serta hasil rekapitulasi perhitungan suara
disetiap KPU Provinsi untuk Pemilu anggota DPD dengan membuat
berita acara perhitungan suara dan sertifikat hasil perhitungan

suara.

13 Salinan Undang-Undang Nomor 07 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
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e. Menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan
mengumumkannya.

f. Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota
DPR, DPRD Kab/Kota untuk setiap parpol peserta Pemilu.

g. Menetapkan standart kebutuhan pengadaan dan pendistribusian
perlengkapan.

h. Membentuk KPU Provinsi, KPU Kab/Kota, dan PPLN.

i. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU
Provinsi, anggota KPU Kab/Kota dan anggota PPLN.

j. Menjatuhkan sanksi adminitratif dan menonaktifkan sementara
anggota KPU dan anggota PPLN serta anggota KPPLSN, Sekjen
KPU vyang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan
terganggunya tahapan penyelenggaran Pemilu yang sedang
berlangsung berdasarkan putusan bawaslu dan/atau ketentuan

perundang-undangan.

Maka dari itu sebenarnya untuk penyelenggaraan pemilihan umum
adalah tugas dari Komisi Pemilihan Umum baik itu untuk pemilihan
Eksekutif dan Legislatif mulai dari tingkat nasional sampai ke tingkat
daerah, namun dalam pelaksanaannya tentu Komisi Pemilihan Umum tidak
bisa secara langsung turun untuk melaksanakannya, Komisi Pemilihan
umum dibantu dan menyerahkan tugas dan wewenangnya kepada Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten atau Kota. Sehingga pesta demokrasi rakyat

Indonesia dalam pemilihan umum ini dapat terlaksana dengan baik dan
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benar sesuai yang diharapkan serta sesuai dengan yang telah diamanahkan
oleh Undang-Undang, inilah yang kemudian menjadi salah satu alasan
mengapa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia membagi tugas dan
wewenangnya dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten atau Kota
sampai ke tingkatan dibawahnya. Namun dalam pelaksanaannya tentu
Komisi Pemilihan Umum tidak bisa secara langsung turun untuk
melaksanakannya, Komisi Pemilihan umum dibantu dan menyerahkan
tugas dan wewenangnya kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten atau

Kota.

Sehingga pesta demokrasi rakyat Indonesia dalam pemilihan umum
ini dapat terlaksana dengan baik dan benar sesuai yang diharapkan serta
sesuai dengan yang telah diamanahkan oleh Undang-Undang, inilah yang
kemudian menjadi salah satu alasan mengapa Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia membagi tugas dan wewenangnya dengan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten atau Kota sampai ke tingkatan dibawahnya.

. Persyaratan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
Kabupaten atau Kota Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.7

Tahun 2018
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Menurut Peraturan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
pemilihan umum syarat-syarat menjadi anggota KPU, KPU Provinsi, atau

KPU Kabupaten / Kota adalah :'4

®

Warga Negara Indonesia;

b. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun
untuk calon anggota KPU, berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima)
tahun untuk calon anggota KPU Provinsi, dan berusia paling rendah 30
(tiga puluh) tahun untuk calon anggota KPU Kabupaten/Kota;

c. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia,
Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;

d. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil

e. Memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan
Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian;

f. Berpendidikan paling rendah strata 1 (S-1) untuk calon anggota KPU,
KPU Provinsi, dan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat
untuk calon anggota KPU Kabupaten/Kota;

g. Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia bagi

anggota KPU, di wilayah provinsi yang bersangkutan bagi anggota

KPU Provinsi, atau di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan bagi

!4 Undang — Undang Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemilihan Umum
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anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan kartu tanda
penduduk;

. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan
narkotika;

Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-
kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan,
dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat
mendaftar sebagai calon;

. Bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi
kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum
apabila telah terpilih menjadi anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU
Kabupaten/Kota, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;

Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak
pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
. Bersedia bekerja penuh waktu, yang dibuktikan dengan surat
pernyataan;

. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan,
dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama
masa keanggotaan apabila terpilih; dan

Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara

Pemilu.
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Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Pasal 20

tentang penelitian administrasi :'3

1) Tim Seleksi melakukan Penelitian Administrasi calon anggota KPU
Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota 1 (satu) hari sejak dimulainya
masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4).

2) Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1)
dilakukan dengan cara:

i. Meneliti kelengkapan persyaratan administrasi calon anggota
KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota; dan

ii. Menilai kompetensi yang berkaitan dengan penyelenggaraan
Pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian dengan melihat
pengalaman kepemiluan dan/atau karya tulis/publikasi.

3) Tim Seleksi menetapkan calon anggota yang lulus Penelitian
Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat(2) sejumlah:

a. Paling banyak 60 (enam puluh) calon untuk calon anggota KPU
Provinsi; dan
b. Paling banyak 40 (empat puluh) calon untuk calon anggota KPU
Kabupaten/Kota.
4) Tim Seleksi mengumumkan hasil Penelitian Administrasi calon

anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota 1(satu) hari setelah

5 Ibid, 17.
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penetapan hasil Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3).

Pengumuman hasil Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dilakukan di media massa lokal, laman atau papan
pengumuman Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten atau Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten atau Kota.



BAB IV

PEMBATASAN SELEKSI ANGGOTA KPU KABUPATEN ATAU KOTA
DALAM PERATURAN KPU NOMOR 7 TAHUN 2018 PERSPEKTIF FIQH
SIYASAH

A. Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatasan Seleksi Anggota KPU Kabupaten

atau Kota dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018

Pasal 20 Ayat 3 huruf (a) dan (b) Peraturan Komisi Pemilihan
Umum No. 7 Tahun 2018 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:

“Tim seleksi menetapkan calon anggota yang lulus penelitian
administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sejumlah:

a. Paling banyak 60 (enam puluh) calon untuk calon anggota KPU

Provinsi.

b. Paling banyak 40 calon untuk calon anggota KPU
Kabupaten/Kota.”

Ketentuan tersebut menimbulkan berbagai pernyataan, bahwa
adanya pembatasan seleksi dalam peraturan tersebut. Peraturan Komisi
Pemilihan Umum sebaiknya tidak menimbulkan berbagai pernyataan yang
multitafsir kepada calon anggota seleksi yang akan mencalonkan dirinya
sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum di berbagai daerah ataupun

wilayah yang akan didudukinya.

Hak perseorangan yang tertera dalam peraturan Komisi Pemilihan

Umum merasa adanya pembatasan. Sehingga, bagi para calon anggota

1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.7 Tahun 2018
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Komisi Pemilihan Umum yang mau mendaftar dibatasi dengan ketentuan-
ketentuan kuota yang sudah ditetapkan. Undang-Undang No. 7 Tahun
2017 yang merupakan peraturan perundang-undangan tinggi jika
dibandingkan dengan peraturan yang dibuat oleh lembaga Komisi

Pemilihan Umum.

Hak dan kewajiban dalam setiap warga negara sudah ditegaskan
dan tertuang dalam Undang Undang Dasar 1945 dan sudah dijamin bahwa
Negara akan melindunginya, sejalan dengan adanya cita-cita dan semangat
proklamasi 17 Agustus tahun 1945 membangun kesadaran dan adanya
toleransi dalam setiap warga negara. Keadilan terutama bagi setiap warga
negara yang ingin melaksanakan atau menjadi wakil rakyat dari setiap
daerah yang dipimpinnya.

Semangat Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pada pembukaan
membuka kesempatan yang seluas-luasnya untuk menjadi bagian dari
perwakilan rakyat tidak hanya di ranah pusat melainkan di daerah juga
perlu aspirasi. Aspirasi dalam hal ini ialah kesempatan untuk menjadi calon
anggota Komisi Pemilihan Umum baik daerah maupun kota ataupun
provinsi.

Hierarki peraturan perundang-undangan sejalan dengan teori Hans
Nawiasky adanya segitiga piramida yang berada diatasnya pastilah
peraturan perundang-undangan yang tinggi semakin kebawah dia

merupakan peraturan perundang-undangan di tingkat yang lebih rendah.
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Semakin mengerucutnya segitiga tersebut maka semakin tinggi pula
kedudukan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum merupakan suatu peraturan
yang masih dibawah atau kedudukannya dibawah Undang-undang. Oleh
sebab itu, peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan
peraturan yang lebih tinggi dalam artian Undang-Undang No. 7 Tahun
2018 Tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 merupakan peraturan yang
dibawah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
Undang-undang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang dalam
pembuatan atau prosedurnya harus melibatkan dari berbagai pihak salah
satunya anggota Komisi Pemilihan Umum yang termasuk di dalamnya
ketua beserta jajarannya. Dengan memuat prinsip-pirnsip keadilan serta

musyawarah untuk mufakat.

. Tinjavan Figh Siyasah Terhadap Pembatasan Seleksi Anggota KPU

Kabupaten atau Kota dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018

Pemilihan Umum merupakan ajang demokrasi untuk memilih
pemimpin yang ada di Indonesia. Pemilihan umum membutuhkan panitia

yang berkompeten untuk mensukseskan ajang demokrasi. Semua orang
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mempunyai kesempatan untuk mengikuti seleksi anggota Komisi

Pemilihan Umum ini, dengan syarat yang telah ditentukan.

Figh Siyasah merupakan bagian dari Hukum Islam yang salah satu
objek kajiannya mengenai kekuasaan. Secara sederhana bidang kajiannya
meliputi hukum tata Negara, administrasi Negara, hukum Internasional,
dan keuangan Negara Fighmengkaji hubungan antara rakyat pemimpin dan
penegakan hukum sebagau penguasa dalam ruang lingkup satu Negara atau
antar Negara, serta kebijakan-kebijakannya baik nasional maupun

internasional.?

Hukum Islam itu sendiri ditetapkan untuk memperoleh
kemaslahatan umat manusia di dunia dan di akhirat. Sehingga pada
dasarnya Hukum Islam itu dibuat untuk mewujudkan kebahagiaan seluruh
umat manusia, memelihara aturan dengan segenap sarana yang akan
menyampaikannya kepada jenjang-jenjang kesempurnaan, kebaikan,
budaya, dan peradaban yang mulia, karena dakwah Islam merupakan

rahmat bagi seluruh manusia.’

Partisipasi politik di dalam konsep Islam adalah pemberian suatu

amanat terhadap calon yang dipilih dan dipercaya, yang sesuai dengan

2 Mustofa Hasan “ Aplikasi Teori Politik Islam Perspektit Kaidah — Kaidah Fikih”, Madania,
No.1, Vol XVIL(Juni, 2014), 104.

* Ghofar Shidiq, “ Teori Magashid Al-Syar’iyah Dalam Hukum Islam”, Sultan Agung, No. 118,
Vol. XLIV, (Juni-Agustus, 2009), 121.
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nilai-nilai Islam didalam al-qur’an juga sudah dijelaskan yang terdapat di

surat An-Nisa ayat 58:

Vo @01 & ol 158825 o Q801 G 5a8a 185 lal ) T 1,555 of a0l 4 G

|y sl 58 A1 ) &y &y

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada
yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan
hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.
Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik — baiknya
kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar dan Maha

melihat”.

Berdasarkan ayat tersebut, dijelaskan bahwa Allah telah
memerintahkan kepada manusia untuk ikut berperan aktif dalam kehidupan
politik, sebab manusia diberikan akal dan pikiran untuk memilih cara-cara
terbaik demi kebaikan bersama. Didalam Islam juga tidak ada pembatasan
bagi seluruh umat manusia untuk mengikuti segala demokrasi yang ada

dengan mengacu pada syarat-syarat yang ditentukan.

Tanggung jawab yang dikehendaki oleh peraturan syariat untuk
mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat bagi umat dengan merujuk
kepada pemimpin. Karena kemaslahatan akhirat adalah tujuan akhir, maka
kemaslahatan dunia seluruhnya harus berpedoman kepada syariat
Rasulullah SAW dalam memelihara urusan agama dan mengatur politik

keduniaan. Memilih dan menempatkan seorang pemimpin, haruslah orang
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yang terbaik atau yang lebih utama diantara yang ada untuk menduduki
suatu jabatan. Nila dilakukan dengan cermat dan orang lebih terpilih telah
menduduki jabatan itu, hendaklah ia melaksanakan amanah dan
kewajibannya. Jika sudah melakukan tugasnya dengan sebaik - baiknya,
maka ia dipandang sebagai pemimpin yang adil dalam pandangan Allah

SWT. Para fugaha sudah sepakat bahwa hukum ijtihad itu wajib.

Figh Siyasah Dusturiyah tidak hanya membahas persoalan terkait
pemimpin dan rakyatnya melainkan juga melihat sisi pelaksanaan atau
hubungan antara pemimpin dengan rakyatnya melalui cara kemaslahatan
umum. Artinya, pemimpin dalam mengeluarkan suatu peraturan harus
berdasarkan dengan asas-asas hukum Islam. Musyawarah terlebih dahulu
untuk mencapai kata mufakat. Kewajiban imam tentunya tidak lepas dari
magqasid syariah. Hak imam itu untuk ditaati dan mendapatkan bantuan
serta partisipasi secara sadar dari rakyat, maka kewajiban dari rakyat untuk
taat dan membantu serta berperan dalam program-program yang digariskan

untuk kemaslahatan bersama.



BABYV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan skripsi yang telah diuraikan diatas, penulis dapat

mengambil beberapa kesimpulan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan

masalah sebagai berikut:

1.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 khususnya
Pasal 20 Ayat 3 huruf (a) dan (b) telah membatasi hak warga negara
Indonesia dalam mencalonkan sebagai anggota Komisi Pemilihan
Umum di provinsi Kabupaten atau Kota. Peraturan Komisi Pemilihan
Umum ini bertentangan dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2018
Tentang Komisi Pemilihan Umum, yang tidak pernah membatasi
terkait seleski anggota yang ingin menduduki sebagai anggota dari
Komisi Pemilihan umum. Kecuali, jika pencalonan tersebut tidak
memenuhi persyaratan maka jelas ia juga tidak dapat diterima, sebab
syarat-syarat yang kurang terpenuhi. Adanya Peraturan Komisi
Pemilihan Umum No. 7 Tahun 2018 telah membatasi hak seseorang
dalam mencalonkan sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum. Hal ini
tidak sejalan dengan semangat Undang Undang Dasar 1945 yang telah
dibentuk oleh The Founding Father’s bahwasannya semua masyarakat
Indonesia itu harus berkelakuan adil, tanpa membatasi hak dari warga

negaranya sendiri.
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2. Konteks Siyasah Dusturiyah ini memang sangatlah luas, perihal
pemimpin rakyat yang dibalut dengan suatu perundang-undangan yang
sah agar tidak ada penyelewengan dalam setiap tindakannya. Seiring
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018,
tidak adanya sinkronisasi atau kemaslahatan yang tercipta. Peraturan
perundang-undangan dibentuk harus berdasarkan kemaslahatan
ummat. Dusturiyah menyangkut tentang permasalahan Perundang-
undangan yang didalam pembentukannya harus secara bermusywarah
terlebih dahulu sebelum diterbitkan, begitu pun dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum bahwasannya dalam substansi tidak boleh

ada yang bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya.

B. Saran

Suatu lembaga khususnya Komisi Pemilihan Umum dalam
mengeluarkan suatu peratutan harus berdasarkan dengan ketentuan yang
berada diatasnya. Sehingga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7
Tahun 2018 haruslah selaras dengan peraturan yang sudah ada dan memuat
asas-asas kemaslahatan umum yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2017.
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